
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. 

a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
dan pengawasan impor mutiara, perlu melakukan 
perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/ 1/2012 
tentang Ketentuan Impor Mutiara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/ 1/2012 
tentang Ketentuan Impor Mutiara; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3806); 
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4002); 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor BP Tahun 2014; 

11. Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2014; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
57 /M-DAG/PER/8/2012; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor 
Mu tiara; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka 
Pengenal lmportir (API) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012; 

1 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu 
Mutiara Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia; 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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(1) Setiap impor Mutiara yang telah mendapat 
Persetujuan lmpor harus dilakukan verifikasi atau 
penelusuran teknis impor oleh Surveyor di negara 
tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan. 

(2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
meliputi: 
a. uraian dan spesifikasi barang yang mencakup 

Nomor Pos Tariff HS; 
b. jumlah (volume) per jenis barang; 
c. waktu pengapalan; 
d. data atau keterangan mengenai pelabuhan muat 

dan pelabuhan tujuan; dan 
e. Surat Keterangan Asal (SKA). 

(3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh 
Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) 
untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean 
dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. 

(4) Seluruh beban biaya verifikasi atau penelusuran 
teknis impor yang dilakukan oleh Surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh 
perusahaan yang telah mendapat Persetujuan lmpor. 

Pasal 8 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Setiap impor Mutiara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 
a. Pelabuhan Udara Soekarno Hatta di Tangerang; dan 
b. Pelabuhan Udara Juanda di Surabaya. 

Pasal 6 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan lmpor 
Mutiara diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 
NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2012 TENTANG KETENTUAN 
IMPOR MUTIARA. 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor 37 /M-DAG/PER/7 /2014 

Menetapkan 
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(1) Perusahaan yang mengimpor Mutiara tidak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Mutiara yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri ini dikenai sanksi re-ekspor atau 
pemusnahan. 

(3) Biaya atas re-ekspor atau pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab 
importir. 

Pasal 12 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) Terhadap impor Mutiara yang merupakan: 
a. barang untuk keperluan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dengan jumlah 
paling banyak 100 (seratus) gram; 

b. barang untuk keperluan pameran, dengan jumlah 
paling banyak 1000 (seribu) gram untuk setiap 
peserta pameran dari luar negeri, 

harus mendapatkan Persetujuan lmpor dengan hanya 
melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan dikecualikan dari 
ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis lmpor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Terhadap impor Mutiara yang merupakan: 
a. barang pribadi penumpang dan awak sarana 

pengangkut dengan jumlah paling banyak 50 (lima 
puluh) gram; 

b. barang kiriman dengan jumlah paling banyak 50 
(lima puluh) gram per pengiriman; 

c. barang yang telah diekspor untuk keperluan 
pameran atau ditolak oleh pembeli di luar negeri, 
kemudian diimpor kem bali yang dibuktikan 
dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang 
(PEB) dan Surat Keterangan Asal (SKA) dari 
Indonesia serta harus dalam kualitas yang sama 
dengan kualitas pada saat diekspor, 

dikecualikan dari ketentuan Persetujuan lmpor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelabuhan 
tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan 
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Impor Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan melalui seluruh pelabuhan udara 
in ternasional. 

Pasal 10 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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MUHAMMAD LUTFI 

Ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juli 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

7. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
02/M-DAG/PER/ 1/2012 tentang Ketentuan Impor 
Mutiara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
15 Juli 2014. 

Pasal 16 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

LS sebagai dokumen pelengkap pabean dalam 
penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mulai berlaku pada 
tanggal 1 Agustus 2014. 

Pasal 15 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
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MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat J enderal 

Ttd. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

No. Pos Tarif/HS Uraian Barang 

Mu tiara, alam a tau budidaya, dikerjakan a tau 
ditingkatkan mu tun ya maupun tidak, tetapi 

71.01 tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; 
mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara 
untuk memudahkan pengangkutan. 

1 7101.10.00.00 - Mutiara alam 

7101.20 - Mutiara budidaya: 

17101.21.00 -- Tidak dikerjakan: 

2 7101.21.00.10 I --- Dari air tawar 

3 7101.21.00.20 --- Dari air laut 

7101.22.00 -- Dikerjakan: 

4 7101.22.00.10 --- Dari air tawar 

5 7101.22.00.20 --- Dari air laut 
Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, 

71.16 batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik 
atau direkonstruksi). 

6 7116.10.00.00 - Dari mutiara alam atau budidaya 

MUTIARA YANG DIATUR IMPORNYA 

LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37 /M-DAG/PER/7 /2014 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 
NOMOR 02/M-DAG/PER/ 1/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR MUTIARA 


